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PUTUSAN
Nomor 0422/Pdt.G/2015/PA Klk

Vdd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim menjatuhkan
putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Pendidikan,
pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di

Kabupaten Kolaka, selanjutnya disebut
sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
pedagang kayu, tempat tinggal di
Kabupaten Kolaka, selanjutnya disebut sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;
DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Nopember

2015 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dalam

register Nomor 0422/Pdt.G/2015/PA KIk, tanggal 19 Nopember 2015, telah
mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 08 Maret 2007, Penggugat dengan Tergugat

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
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Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka
sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XX/XXXX,
bertanggal 16 Maret 2007;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan
Tergugat berstatus jejaka;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai
suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di

, Kabupaten
Kolaka sampai berpisah tempat tinggal;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan
layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak
bernama , umur 7 tahun 7 bulan dan saat ini
anak tersebut ikut bersama Penggugat;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula
berjalan rukun dan baik, namun sejak bulan Maret 2012 antara Penggugat
dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang
mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi
tidak harmonis lagi;

6. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh :
a. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bernama Mades;

b. Tergugat sering meminum minuman keras sampai mabuk dan sudah sulit
untuk disembuhkan;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat
terjadi pada tanggal 08 Nopember 2013 saat mana Penggugat kembali ke
rumah orang tua Penggugat di

Kabupaten Kolaka dan sejak itu antara Penggugat
dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling
menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat
sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama

Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan
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datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar
Ketua Pengadilan Agama Kolaka c/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini untuk memanggil Penggugat dan Tergugat, dan
selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat
hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat
dan Tergugat dengan cara menasehati keduanya agar rukun dan kembali
membina rumah tangga dengan baik, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah mewajibkan kepada Penggugat dan
Tergugat untuk menempuh prosedur mediasi di pengadilan, akan tetapi mediasi
yang telah ditempuh oleh keduanya, dengan dibantu oleh mediator dari unsur
hakim yang bernama A.Muh. Yusri Patawari, S.HI. ternyata tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan gugatan
Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan
jawaban secara lisan sebagai berikut :

1. Bahwa posita angka 1, 2, 3, 4, 5 dan 7 adalah benar;

2. Bahwa benar Tergugat pernah berhubungan dengan perempuan lain
namun Tergugat pada akhirnya meninggalkan perempuan tersebut dan
kembali lagi bersama Penggugat;

3. Bahwa benar Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk
karena memang sebelum menikah Tergugat sering minum minuman keras

dan Penggugat mengetahui hal tersebut;
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4. Bahwa Tergugat masih ingin kembali rukun dengan Penggugat oleh
karenanya Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat;

Bahwa kemudian Penggugat mengajukan replik secara lisan yang
pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Tergugat telah meninggalkan perempuan selingkuhannya
tersebut, namun setelah itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah
rukun lagi;

2. Bahwa benar sebelum menikah Tergugat memang sering minum-minuman
keras, namun setelah menikah Tergugat berjanji akan berubah tapi pada
kenyataannya sampai sekarang tidak ada perubahan;

3. Bahwa Penggugat tetap pada gugatannya ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa Tergugat pula mengajukan duplik secara lisan yang pokonya
Tergugat menyatakan tetap pada jawaban semula;

Bahwa wuntuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor
XXIXXXX  bertanggal 16 Maret 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan
Agama Kecamatan Latambaga, sesuai aslinya, telah dibubuhi meterai cukup,
dan diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang
saksi sebagai berikut :

1. SAKSI ., umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan
SD, bertempat tinggal di

Kabupaten Kolaka;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

— Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

— Bahwa Penggugat adalah kakak kandung saksi, sedangkan Tergugat
ipar saksi;

— Bahwa saksi kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;

— Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di
rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Sakuli, Kecamatan Latambaga,

Kabupaten Kolaka;

— Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
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— Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup
rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2012 Penggugat dan
Tergugat sudah mulai mucul perselisihan dan pertengkaran;

— Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah
karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan bernama Mades dan
Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk;

— Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena pada saat awal
perselingkuhan saksi bersama keluarga mencari tahu kebenarannya dan
ternyata benar karena Tergugat berada di rumah kontrakan tinggal
berduaan dengan perempuan tersebut;

— Bahwa saksi sering melihat Tergugat minum-minuman keras dan kadang
saksi melihat Tergugat dalam keadaan mabuk;

— Bahwa Penggugat dan Terguggat sudah pisah tempat tinggal sejak 2
tahun yang lalu;

— Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah lagi
menafkahi Penggugat dan anaknya;

— Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan
Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI ., umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan

SMP, bertempat tinggal di

Kabupaten Kolaka;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

— Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

— Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat, Sedangkan Tergugat suami
Penggugat.

— Bahwa Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus
jejaka.

— Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di
rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Sakuli, Kecamatan Latambaga,
Kabupaten Kolaka;

— Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
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— Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup
rukun dan harmonis, namun sejak Maret 2012 antara Penggugat dan
Tergugat muncul perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga
rumah tangganya tidak harmonis lagi;

— Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering minum-minuman Kkeras
sampai mabuk;

— Bahwa Tergugat juga mempunyai hubungan dengan perempuan lain;

— Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

— Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dua tahun lebih pisah rumah
yaitu sejak Nopember 2013;

— Bahwa Penggugat pergi kembali tinggal di rumah orang tuanya di Jalan
Durian,Kelurahan Sakuli,Kecamatan Latambaga, sedangkan Tergugat
tetap tinggal di rumah orang tuanya,di Jalan Durian Kelurahan Sakuli,
Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka;

— Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak
berhubungan lagi dan juga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah
kepada Penggugat;

— Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diusahakan untuk

dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun
di persidangan;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya
tetap pada gugatannya untuk dikabulkan, demikian juga Tergugat telah
mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk segala
hal sebagaimana telah tercantum dalam Berita Acara Sidang yang
bersangkutan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan
ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana diuraikan di atas;
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Menimbang, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan kedua belah
pihak dengan cara menasehati Penggugat dan juga Tergugat di persidangan,
akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi di antara Penggugat dan Tergugat yang
dimediatori oleh mediator dari unsur hakim ternyata tidak berhasil, namun
demikian telah terpenuhi maksud dari ketentuan Peraturan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008, tentang Prosedur Mediasi di
pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap
Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa di dalam rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
terus-menerus dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa pokok gugatan tersebut menunjukkan bahwa secara
normatif Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf
(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam, yaitu “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan
dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah
tangga”,

Menimbang, bahwa pembuktian perkawinan harus tunduk pada
ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya
mewajibkan pembuktian hubungan perkawinan dengan akta nikah, sedangkan
bukti P adalah akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam
pencatatan perkawinan, diterbitkan sesuai bentuk dan materi yang diatur dalam
ketentuan perundang-undangan, materinya relevan dan meneguhkan dalil
Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah
pada tanggal 28 Mei 2008, dan terhadapnya tidak terdapat bantahan/bukti
lawan (tegen bewijs), sehingga bukti tersebut patut dinilai sebagai akta autentik
yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat (volledig en bindende
bewijskracht). Berdasarkan bukti tersebut, Penggugat dan Tergugat harus
dinyatakan terbukti sebagai suami isteri sah.

Menimbang, bahwa pada tahap jawab-menjawab, sebagian besar dalil

Penggugat telah diakui oleh Tergugat secara tegas (expressis verbis) namun
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Tergugat menyatakan tetap ingin kembali rukun dan membina kembali rumah

tangga dengan baik bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai didasarkan pada
Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116
huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis Hakim telah mendengar
keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga / orang yang dekat dengan kedua
belah pihak, maka telah terpenuhi maksud Pasal 22 ayat [2] Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah
sesuai dengan syarat dan ketentuan saksi, serta telah memberikan keterangan
di bawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil
dapat diterima;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat telah memberikan
keterangan yang saling bersesuaian tentang masalah rumah tangga Penggugat
dan Tergugat yang pada pokoknya saksi mengetahui sendiri bahwa sejak Maret
2012 sering muncul perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat yang disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan
bernama Mades dan Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk
sehingga pada bulan Nopember 2013 Penggugat dan Tergugat berpisah
tempat tinggal hingga sekarang dan pernah dirukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab dan keterangan saksi
Penggugat, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dalam
persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis,
namun sejak bulan Maret 2012 terjadi perselisihan antara Penggugat dan
Tergugat;

2. Bahwa perselisihan tersebut disebabkan karena Tergugat berselingkuh
dengan perempuan bernama Mades dan Tergugat sering minum-minuman
keras sampai mabuk;

3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, saat ini

Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan November 2013
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hingga sekarang dan sudah tidak pernah berkumpul kembali meskipun telah
diusahakan untuk rukun;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya menjadi fakta
tetap bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan apakah rumah tangga
Penggugat dan Tergugat sudah memenuhi kategori rumah tangga yang
dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga
yang didalamnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus
dan tidak ada jalan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat tidak pernah
bersama sejak lebih dua tahun yang lalu sudah mengindikasikan terjadinya
disharmoni dalam hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri,
dalam rumah tangga yang harmonis, baik suami maupun isteri akan selalu
berusaha bersama untuk saling mendampingi pasangannya baik dalam
keadaan suka maupun duka, dalam keadaan sehat atau sakit, oleh karena itu,
Majelis Hakim menilai bahwa membiarkan keadaan pisah tempat tinggal
Penggugat dengan Tergugat tetap berlangsung seperti sekarang tidak akan
memberi arti positif dalam upaya mengakhiri atau mengatasi disharmoni dalam
rumah tangganya;

Menimbang, bahwa jika Penggugat sendiri tidak berkehendak lagi untuk
mempertahankan rumah tangganya dan lebih memilih untuk bercerai, telah
nyata fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas serta upaya pihak lain di luar
Penggugat dan Tergugat juga tidak berhasil mendorong Penggugat dan
Tergugat untuk dapat hidup rukun lagi, maka telah cukup bagi Majelis Hakim
menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk dapat
hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka
secara normatif alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti
memenuhi segenap unsur ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu bahwa

suatu perceraian dapat terjadi dengan alasan apabila antara suami isteri terjadi
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perselisihan dan pertengkaran, secara terus-menerus, dan tidak ada jalan lagi
hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang mengalami perselisihan dan
pertengkaran secara terus menerus dan tidak dapat dirukunkan lagi tidak
mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu terbentuknya rumah
tangga kekal-bahagia dengan suasana sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh
karena itu, membiarkan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat
terus berlangsung demikian sudah tidak memberi harapan mashlahah,
sebaliknya justeru dapat mendatangkan mafsadat baik kepada Penggugat,
Tergugat, maupun anak keturunannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu
bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-
Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Peradilan Agama maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera
Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan putusan kepada
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Latambaga yang
mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Penggugat dan
Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989
yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang
Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini
dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan lainnya

serta hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
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2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat [TERGUGAT] terhadap
Penggugat [PENGGUGAT];

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk
mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Latambaga yang
mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Penggugat
dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis
Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2016 M,
bertepatan dengan tanggal 11 Rabiulakhir 1437 H, oleh kami Majelis Hakim,
dengan susunan Dra. Hj. Nurbaya sebagai Ketua Majelis, Hasnawati, S.HI dan
Abu Rahman Baba, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada
hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh
Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan
Burhan, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan

Tergugat;
Hakim Anggota, Ketua Majelis
Hasnawati, S.HI Dra. Hj. Nurbaya

Abu Rahman Baba, S.HI

Panitera Pengganti,

Burhan, S.H
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Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 100.000,-
4. Biaya Redaksi © Rp. 5.000,-

5. Biaya Meterai © Rp. 6.000,-

gumlah Rp. 191.000,-

040 393 765 825 64
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